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ABSTRAK

AHMAD  HANAFI,  NPM.  16.12.0341  ”Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan   Dinas 
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di  Kota  Banjarmasin.” Bimbingan  Bapak  Fakhsiannor  sebagai 
Pembimbing Utama dan Ibu Normajatun sebagai Co Pembimbing.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui gambaran Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di 
Dukcapil Kota Banjarmasin, ditinjau dari sistem informasi manajemen dalam sistem informasi administrasi  
kependudukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi hingga pada penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum SIAK pada  Dukcapil Kota Banjarmasin berjalan 
dengan baik. Berdasarkan empat indikator sub sistem yang digunakan yaitu perencanaan  strategis, operasi  
sistem  informasi,  pengendalian  manajerial,  pengolahan  transaksi.  Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa 
Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kota Banjarmasin secara mrnyeluruh sudah baik, tetapi  
pada indikator perencanaan strategis masih kurang dari segi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat

Kata Kata Kunci :SIAK, Perencanaan Strategis, Operasi sistem Informasi, Pengendalian manajerial, Pengolahan  
transaksi

ABSTRACT

AHMAD HANAFI, NPM.  16.12.0341 "Population Administration Information System Population and Civil  
Registry office in the city of Banjarmasin." Guidance of Mr. Fakhsiannor as Principal Advisor and Mrs.  
Normajatun as Co Advisor. 
The purpose of this study was to determine the description of the Application of Population Administration  
Information  System  in  the  Population  and  Civil  Registry  Office  of  Banjarmasin  City,  in  terms  of  the  
management information system in applying the population administration information system in this study  
using  a  descriptive  qualitative  approach.   Data  collection  is  done  through  interviews,  observations,  
documentation to the conclusion.

The results showed that in general SIAK at the Department of Population and Civil Registration of  
the City of Banjarmasin went well.  Based on four sub-system indicators used, namely strategic planning,  
information system operations, managerial control, transaction processing.  In this case it can be seen that  
the  Population  Administration  Information  at  the  Population  and  Civil  Registry  Office  of  the  City  of  
Banjarmasin as a whole is  good,  but  the strategic planning indicators are still  lacking in terms of  the  
benefits felt by the community.

Keyword :  SIAK,  Strategic  Planning,  Operating  system Information,  Managerial  Control  ,  Transaction  
Processing



I. PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 

Manfaat diterapkanya e-government pada 
setiap  lapisan  adalah  meningkatkan  fungsi 
pelayanan  publik  serta  meningkatkan  kinerja 
sumber  daya  manusia  dan  secara  langsung 
meningkatkan efisiensi  dan efektifitas  kerja  dari 
Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Dengan  demikian 
informasi  yang  dihasilkan  akan  menjadi  lebih 
lengkap, cepat dan akurat dengan biaya yang lebih 
efisien  dalam  pengelolaan  data  dan  pencarian 
data/informasi.

Sistem  konektifitas  sistem  administrasi 
kependudukan  bisa  berupa  on-line yaitu 
komunikasi  data  antar  komputer  tersambung 
secara terus menerus dalam kurun waktu 24 jam 
yang  menggunakan  teknologi  leased line, 
selanjutnya  bisa  secara  semi  off-line yaitu 
komunikasi  data  antar  komputer  tersambung 
sesuai kebutuhan, misalnya seminggu sekali, atau 
sebulan sekali dengan menggunakan telepon dan 
modem,  sedangkan  konektifitas  secara  off-line 
yaitu komunikasi  data antar  komputer dilakukan 
secara manual melalui disket, USB atau CD.

Berlakunya otonomi daerah yang tertuang 
dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014,  di 
dalam  UU  ini,  terdapat  peraturan  mengenai 
pembagian  wilayah  negara,  kekuassaan 
pemerintah, urusan pemerintah (baik yang berupa 
klarifikasi  urusan  pemerintahan,  urusan 
pemerintahan  absolut,  dan  urusan  pemerintahan 
konkuren serta urusan pemerintahan umum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan 
tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan 
penelitian  lebih  lanjut,  maka  disusunlah  sebuah 
penelitian  Skripsi  dengan  judul  :  “Penerapan 
Administrasi Kependudukan Di Kantor Dukcapil 
Kota Banjarmasin”.

I.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana  Penerapan  Administrasi 
Kependudukan  Di  Kantor  Dukcapil  Kota 
Banjarmasin?
2. Bagaimana  Proses   Penerapan 
Administrasi Kependudukan Di Kantor Dukcapil 
Kota Banjarmasin?
3. Apa  saja  yang  diupayakan  pemerintah 
agar  efektif  dalam  Penerapan  Administrasi 
Kependudukan  Di  Kantor  Dukcapil  Kota 
Banjarmasin?

I.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk  memahami  bagaimana  Penerapan 

Administrasi Kependudukan Di Kantor Dukcapil 
Kota Banjarmasin.

2. Untuk  mengetahui  bagaimana  Sistem  Informasi 
Administrasi Kependudukan.

3. Untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  gambaran 
jelas  tentang  Penerapan  Administrasi 
Kependudukan  Di  Kantor  Dukcapil  Kota 
Banjarmasin.
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15. Dra. Mawarti Kasi Pengolahan & Penyajian Data

16. Heridha Risanti, SE Kasi Kerjasama & Inovasi Pelayanan

17. Asna Thohiroh, S.Kom Kasi  Pemanfaatan  Data  &  Dokumen 
Kependudukan

18. Gt. Effi Mahariani Kepala  UPT  Pel.  Kep.
Selatan

19. Nana Mariana ramli, SE Kepala  UPT  Pel.  Kep.
Timur

20. Anisah, SE Kepala  UPT  
Tengah

21. Barat Guzali Kepala  UPT  Pel.  Kep.
Barat

22. Utara Faridah, S.Sos Kepala  UPT  
Utara

III.2 Jenis-Jenis  Administrasi  Kependudukan  di 
Dukcapil Kota Banjarmasin
1. Bidang Pencatatan Sipil 
1) Akta Kelahiran 
2) Akta Kematian 
3) Akta Perkawinan 
4) Akta Perceraian Perceraian
5) Akta Pengakuan Anak
6) Akta Pengangkatan Anak 
7) Akta Pengesahan Anak 
8) Pembatalan akta pencatatan sipil 
9) Pencatatan  perubahan  status 
kewarganegaraan 
10) Pembetulan akta pencatatan sipil 
11) Perubahan nama 

2. Bidang Kependudukan 
1) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 
2) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
3) Penerbitan  SKKT  (Surat  Keterangan 
Tempat  Tertinggal)  WNA  yang  memiliki  Izin 
Tempat  Tinggal  Terbatas  (KITAS)  dan  yang 
memiliki izin tinggal tetap (KITAP), 14 hari sejak 
memiliki  kitas/  kitab  wajib  melaporkan  kepada 
instaansi pelaksana untuk dicatatankan biodatanya 
dengan  menggunakan  atau  mengisi  formulir 
pendaftaran orang asing tinggal terbatas. Setelah 
dicatatakan  biodatanya  di  database  WNA 
pemegang Kitas akan ditertibkan SKTT. 
4) Penerbitan  dokumen  kependudukan bagi 
penduduk rentan administrasi kependudukan. 

III.3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Produktivitas

Dalam  pelayanan  penerbitan  dokumen 
kependudukan,  Dukcapil Kota  Banjarmasin 
berusaha  memberikan  pelayanan  yang  sebaik  – 
baiknya kepada masyarakat. Untuk meningkatkan 
produktivitas  pelaksanaan  penerbitan  dokumen 
kependudukan  di  Kota  Banjarmasin  maka 
Dukcapil Kota  Banjarmasin  melakukan 
pendekatan  kepada  masyarakat  untuk  mendata 
semua warganya baik pendataannya di laksanakan 
di Dukcapil Kota Banjarmasin maupun pendataan 
yang dilaksanakan di masing – masing kecamatan 
di kota Banjarmasin kemudian data tersebut bisa 
langsung di kirim ke Dukcapil Kota Banjarmasin. 
Dalam  mendukung  pelaksanaan  penerbitan 
dokumen  kependudukan  maka  Dukcapil  Kota 
Banjarmasin  memiliki  SIAK yaitu  untuk  dapat 
membantu  proses  kinerja  yang  di  hasilkan  oleh 
pegawai  agar  dapat  tercapainya  penerbitan 
dokumen  dengan  cepat  dan  tepat  kepada 
masyarakat.

Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang 
diungkapkan oleh KABID Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk  Drs.  M.  Yusuf  Efendi  dan  Riza 
Wahyudi  sebagai  Pegawai  Bidang  Operasional 
bahwa :
“jadi keini mas  Program kami itu mendekatkan 
kepada masyarakat  untuk mendata semua warga 
yang  belum  melakukan  perekaman  dan  kami 
mengundang  masing  –  masing  lewat  kecamatan 
dari warga seluruhnya baik di kecamatan maupun 
di  Dukcapil  dan  juga  dispendukcapil  Kota 
Banjarmasin ini juga melayani dengan Pelayanan 
Administrasi  Kependudukan  secara  keliling 
dengan menggunakan mobil yang berkeliling kota 
Banjarmasin Hal ini dimaksudkan agar data- data 
penduduk dapat jelas dan teratur, dengan adanya 
dokumen  kependudukan  masyarakat  secara  sah 
mendapat  pengakuan  dari  negara.  Maka  dari 
Dukcapil  Kota  Banjarmasin  selalu  memberikan 
program-program yaitu mensosialisasi pentingnya 
tertib  administrasi  dan  melakukan  pendekatan-
pendekatan  kepada  masyarakat  melalui 
kecamatan-kecamatan di Kota Banjarmasin paling 
tidak  untuk  mendata  warganya  yang  belum 
perekaman  pasti  satu  bulan  itu  pasti  ada  untuk 
melakukan pendataan.  tetapi  masyarakat  kita ini 
rancak  kada  sadar  pentingnya  beulah  data 
kependudukan ni, pas ada perlunya hanyar beulah, 
padahal  penting  gasan  meurus  bila  handak 
kawin,melamar  begawi,  dll.  Pas  handak  perlu 
hanyar meurus ujar Riza Wahyudi dalam bahasa 
banjar,  sebagai  pegawai  di  bidang  operasional” 
(Hasil wawancara kamis, 9 Januari 2020 )

Adanya  Sistem  Informasi  Administrasi 
Kependudukan  ini  juga  membantu  dalam 
percepatan  penerbitan  dokumen  kependudukan. 
Hal  tersebut  senada  dengan  yang  diungkapkan 



 

 



mampu  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya 
dengan sebaik-baiknya.

Dukcapil Kota  Banjarmasin  dalam 
pelayanan  administrasi  kependudukan  telah 
bertanggungjawab  terhadap  para  pejabat  publik 
administrasi  yang  berada  di  atasnya.  Dari 
pertanggungjawaban  terhadap  Dukcapil Kota 
Banjarmasin memperoleh umpan balik dari pusat. 
Selain bertanggungjawab kepada instansi atasnya 
yaitu di pusat, maka  Dukcapil Kota Banjarmasin 
juga  harus  bertanggungjawab  terhadap 
masyarakat.  Namun  pertanggungjawaban  masih 
belum  dilakukan.  Dukcapil Kota  Banjarmasin 
hanya sebatas melayani masyarakat dalam bidang 
administrasi  kependudukan  dan  melakukan 
sosialisasi terhadap masyarakat.

Hasil Kinerja Dukcapil Kota Banjarmasin 
dalam Penerapan Administrasi Kependudukan.

No INDIKATOR KETERANGAN

1 PRODUKTIFITAS Berjalannya  SIAK  sehingga  penerbitan 
dokumen  lebih  cepat  dan  data  kependudukan  dapat 
tersimpan dengan teratur.

 Adanya  Program  Pelayanan  Administrasi 
Kependudukan  Dukcapil  mempermudah  bagi 
masyarakat untuk membuat dokumen jadi tidak 
harus di  dinasnya tetapi  nanti  dengan adanya 
Pelayanan keliling.

2 RESPONSIVITAS  Dapat  menyampaikan  keluhan  masyarakat 
secara langsung

 Mengadakan pertemuan 
sekali dengan masyarakat di setiap kelurahan.

 Melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan  pada 
masyarakat  tentang
penerbitan dokumen serta pentingnya dokumen 
kependudukan 

3 AKUNTABILITAS  Laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporan 
perbulan dan laporan tahunan. 

 Laporan  pertanggungjawaban  tersebut 
langsung disampaikan pada instansi 

IV. PENUTUP
IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat 
menarik kesimpulan bahwa :
1. Penerapan  Administrasi  Kependudukan 
pada  Dukcapil Kota Banjarmasin sudah bagus.
2. Bentuk penerapan SIAK yang di gunakan 
pada   Dukcapil Kota  Banjarmasin  yakni 
dilaksanakannya  penataan  dan  pengelolaan 
administrasi  kependudukan  dengan  kegiatan 
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil.
3. Adapun  beberapa  faktor  yang 
mempengaruhi  dalam  penerapan  administrasi 

Kependudukan  pada   Dukcapil   Kota 
Banjarmasin, yaitu :
1) SDM,  Disiplin  pegawai  Dukcapil Kota 
Banjarmasin  perlu  ditingkatkan  lagi  agar 
terciptanya pelayanan yang baik.
2) Sosialisasi,   tentang  penerapan  SIAK 
seharusnya  di  lakukan  secara  berkala,  untuk 
memberikan  pemahaman  tentang perkembangan 
SIAK.  Selain  itu,  sosialisasi  di  lakukan sebagai 
bentuk  pertanggung  jawaban  pemerintah  Kota 
Banjarmasin.
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